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BAB V 

PENUTUP 

Berdasarkan keseluruhan penjelasan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa 

kemiskinan perempuan di Indonesia bukan disebabkan karena ketiadaan sesuatu yang 

materi melainkan ketiadaan aksesibilitas kepada sesuatu yang materi. Pada dasarnya 

pembangunan berusaha untuk meningkatkan taraf kehidupan manusia. Praktik 

pembangunan yang tidak memperhitungkan makna dan nilai-nilai manusiawi harus 

ditiadakan guna menghindari terjadinya penderitaan atau kemiskinan bagi kelompok 

tertentu. Kemiskinan yang dialami perempuan terjadi karena mereka kurang 

dilibatkan dalam pembangunan. Ketidakterlibatan perempuan dalam keseluruhan 

pembangunan telah merusak kehidupan perempuan itu sendiri sebagai manusia yang 

bermakna dan juga proses demokratisasi di Indonesia. Perempuan kehilangan hak dan 

kebebasan untuk mengaktualisasikan diri dalam masyarakat. Kebebasan belum 

sepenuhnya menyatu dalam diri perempuan. Karena itu, kebebasan perlu diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari yang tercermin dalam perealisasian kapasitas-kapasitas 

dalam diri di setiap aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik. Tindakan 

merealisasikan kemampuan dalam diri merupakan suatu bentuk tindakan 

mewujudkan esensi dan eksistensinya sebagai manusia. 

Di Indonesia realitas ketidakadilan dalam pembangunan merupakan persoalan 

yang lazim terjadi dalam kehidupan masyarakat. Ketidakadilan dan penderitaan 

akibat praktik politik yang dominatif dan tidak khas gender mengakibatkan 

kemiskinan bagi kelompok tertentu menjadi kenyataan yang tidak terhindarkan. 

Karena itu, realitas kemiskinan yang dialami oleh perempuan di Indonesia bukan 

karena ketiaadaan sesuatu yang materi melainkan karena ketiadaan kebebasan 

partisipasi dalam pembangunan. Hal ini ditandai oleh banyak kasus, di mana 

perempuan kurang dilibatkan dalam bidang politik. Data menunjukan bahwa adanya 

sedikit kemajuan partisipasi perempuan dalam politik. Namun, kemajuan partisipasi 

perempuan tersebut belum mencapai standar atau kuota 30% keterlibatan perempuan 
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dalam politik. Walaupun sebagian kecil perempuan terlibat dalam kontestasi politik, 

pertama-tama bukan karena kualitas diri dan kapabilitasnya melainkan keterlibatan 

perempuan dalam politik lebih didasarkan atas “rasa belaskasihan” dari laki-laki. 

Model pembangunan seperti ini, hanya menciptakan kemajuan dan perkembangan 

bagi kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kemajuan hanya diperuntukan bagi 

kaum laki-laki, yang memiliki kekuasaan politik dalam pembangunan. Masyarakat 

kecil (miskin dan menderita), hanya dijadikan sebagai instrumen bagi langgengnya 

kekuasaan politik kelompok tertentu. 

Orang-orang miskin dan menderita menjadi korban dari praktik pembangunan. 

Pembangunan yang mengesampingkan unsur humanitas merupakan pembangunan 

yang dikritik Peter L. Berger. Suatu etika politik pembangunan yang mengandalkan 

nilai-nilai etis tertentu. Pendekatan etika politik yang diajukan adalah suatu filsafat 

manusia yang memusatkan segala perhatiannya pada manusia yang seutuhnya 

konkret dan nyata. Titik pangkal dan ukuran penilaian seluruh uraian Berger adalah 

manusia yang menderita, baik dalam masa lampau maupun sekarang. Karena 

kebutuhan-kebutuhan fisik, psikis, kognisi, dan sosial dikorbankan demi tujuan-

tujuan lain. Manusia diperalatkan  demi kepentingan ideologis dan politis. 

Pembangunan yang mengesampingkan humanitas adalah inti kritik Berger. 

Human costs (biaya-biaya manusiawi) serta social costs (biaya-biaya sosial) 

seperti ungkapan Berger: “Biaya-biaya manusiawi yang paling menekan adalah 

berkenaan dengan pengurangan penderitaan fisik maupun psikis. Tuntutan moral 

yang paling mendesak dalam pengambilan kebijaksanaan politik adalah suatu 

perhitungan kesengsaraan”. Jadi, yang selalu harus diperhatikan ialah penderitaan 

yang harus dipikul manusia. Penderitaan atau biaya-biaya manusiawi itulah yang 

harus dihindari dan bagaimanapun tidak bisa dibenarkan. 

Kemiskinan juga menyangkut tiadanya kebebasan politik dan keterbatasan 

ruang partisipasi yang menghalangi perempuan untuk terlibat dalam proses 

pengambilan kebijakan publik. Akibat kondisi di atas, kaum perempuan di Indonesia 
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berada dalam kondisi yang tidak setara untuk mendapatkan akses ke sumber-sumber 

ekonomi produktif. Dalam hal ini kemiskinan bukan hanya ketidakadilan untuk 

memperoleh pendapatan agar mampu memenuhi kebutuhan konsumtifnya tetapi 

merupakan kondisi tidak adanya pemerataan kesempatan untuk mendapatkan hak-

haknya. 

Pembangunan yang mengabaikan unsur kebebasan partisipasi manusia dapat 

diformulasikan secara negatif, pembangunan berarti peniadaan ketidakbebasan, yang 

menghambat manusia untuk melakukan sesuatu. Peniadaan tersebut mesti mencakup 

minimnya dan terhambatnya akses pada kekuasaan politik dan ekonomi, 

ketidaksamaan kesempatan mendapatkan akses pada kekuasaan ekonomi, 

ketidaksetaraan gender. Konsep pembangunan seperti ini memungkinkan sekaligus 

memperhitungkan pendapatan bersamaan dengan banyak faktor lain yang ikut 

menopang kehidupan yang layak sebagai manusia. Dengan peningkatan kebebasan, 

manusia semakin mampu untuk mengungkapkan dan berusaha memenuhi 

kebutuhannya dalam pembangunan. Keberhasilan pembangunan sepenuhnya 

tergantung pada manusia yang bebas. Dengan kebebasan yang dimilikinya, manusia 

dapat menentukan tujuan dan cara pemenuhan kebutuhannya. 

Dalam suatu kasus, ketiadaan kebebasan berdampak pada hilangnya hak politik 

dan sipil karena tindakan pemerintah yang otoriter. Pembatasan terhadap kebebasan 

untuk berperan serta dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Dengan kata lain, 

penyebab dari langgengnya kemiskinan, ketidakberdayaan, keterbelakangan 

perempuan adalah persoalan aksesibilitas. Keterbatasan akses mengakibatkan 

manusia tidak ada pilihan untuk mengembangkan hidupnya. Manusia hanya 

menjalankan apa yang terpaksa dapat dilakukan, bukan apa yang seharusnya bisa 

dilakukan. Dengan demikian, potensi manusia mengembangkan hidup menjadi 

terhambat dan kontribusinya pada kesejahteraan bersama menjadi lebih kecil. 

Aksesibilitas yang dimaksudkan adalah terfasilitasinya kebebasan politik, kesempatan 

ekonomi, kesempatan sosial (pendidikan, kesehatan, dan lain-lain), transparansi, serta 

adanya jaring pengaman sosial.  
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Pembangunan bersifat satu arah, yang dipakai untuk mendukung stabilitas 

ekonomi dan kekuasaan politik dari kelompok tertentu. Namun, tidak dapat disangkal 

partisipasi perempuan dalam perpolitikan masih diwarnai oleh berbagai belenggu 

ketidakadilan. Salah satunya adalah praktik budaya patriarkat yang masih dominan 

dalam masyarakat. Laki-laki dianggap sebagai pribadi yang kuat dan pantas terlibat 

dalam politik. Politik sejatinya ranah laki-laki sedangkan perempuan lebih pantas di 

rumah. Pandangan seperti ini, sebetulnya memposisikan atau menyudutkan 

perempuan dari kehidupan publik secara umum dan ranah politik secara khusus. Hal 

ini berujung pada jumlah keterwakilan mereka dalam birokrasi. Dengan kebebasan 

yang dimilikinya, perempuan dapat menentukan tujuan dan cara-cara yang lebih 

efektif  dalam pemenuhan kebutuhannya ketimbang saat dalam keadaan terbelenggu. 

Karena itu, perempuan sebagai manusia yang bermartabat yang mempunyai 

tujuan dalam dirinya sehingga tidak begitu saja dikapitalisasi demi kepentingan 

apapun. Nilai terpenting yang menjadi pegangan dalam pembangunan adalah 

perhitungan penderitaan (calculus of pain) perempuan dalam berbagai dimensinya. 

Setiap pembangunan harus memperhitungkan makna (calculus of meaning) dalam 

setiap kebijakan politik. Sebab manusia (perempuan) berhak hidup dalam sebuah 

makna. Pembangunan sebagai politik niscaya membutuhkan partisipasi kognitif 

manusia dalam setiap pengambilan keputusan politik. Pembangunan pertama-tama 

adalah masalah politik yang menghendaki nilai-nilai tertentu. Dengan demikian 

pertimbangan nilai niscaya dalam pembangunan.  
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